PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2000
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT!
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

Mernimbang  : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 68 Undang-
undang Nomor -22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat
Daerah, perlu menctapkan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah dan
Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kudus ;

b. bahwa schubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah ;

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawatan
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999
tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

to

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) .

w

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai
Negeri Sipil dalam Jabatan Spuktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) ;
6. Peraturan ...




Memperhatikan

2

0. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 (entang Jabatan Fungsional Pegawai
Negen Sipil (Lembaran Nepara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan I.embaran
Negara Nomor 3547) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (embaran Negara Tahun
2000 Nomor 106, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3952)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi
Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165),

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
D s 1 ’ N

1 crudang-undangan  dan Bentuk Rancangan - Undang-undang, Rancangan
Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

10 Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional
Pegawai Negen Sipil

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kudus tanggal 2 Desember
'3.000 Nomor 061/33/2000 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Kudus atas Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus tentang
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah  dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah :

Dengan Persclujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG ORGANISASI DAN'
TATAKERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I
'KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

a. Daerah adalah Kabupaten Kudus ;

b. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya discbut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kudus ;

c. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus :
d. Bupati adalal Bupati Kudus ;

¢. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus

f. Sekretaris Dacrah adalah Sekretaris Dacrah Kabupaten Kudus

g. Sckretariat ...



Dengan Peraturan Daerah mi ditet
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Sekrctarial Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingka
Sekretariat  DPRD) adalah  Sckretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kudus

erwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat Sekretaris

Seckretaris Dewan P
akilan Rakyat Dacrah Kabupaten Kudus ;

DPRD adalah Sckretaris Dewan Perw

' Ly p 3 ST
Perangkat Dacrah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Dacrah yang
bertangung jawab kepada Kepala Dacrah dan membantu Kepala DflCl'ilh dalam
penvelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sckretariat Dacrah. Dinas Dacrah,
Lembaga Teknis Dacrah, Kecamatan dan Kelurahan scsuai dengan kebutuhan

Daerah:

Jabatan Fungsional adalah kedudukan vang menunjukkan fugas, tanggung jawab,

wewenane dan hak sescorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi yang

dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan
tertentu serta bersifat mandiri.
BAB I
PEMBENTUKAN
Pasal 2

apkan pembentukan Organisasi dan Tatakerja

Sekretariat Dacrah dan Sekretariat DPRD.

BAB I
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Kabupaten yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Sekretariat Dacrah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan

fugas-tugas pemerintahan daerah, administrasi, orgamisasi dan tatalaksana serta
memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat dacrah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan

a.

Daerah ini, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kabupaten

b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan |

¢. pengelolaan ...



C.
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fengelolaan sumber dava aparatur. keuangan, prasarana dan sarana pemenntahan
dacrah

pelaksanaa tugas lain vang, diberikan oleh

) Bupatt sesua dengan wgas dan
fungsinya,

Bagan Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

Susunan Organisasi Sekretariat Dacrah terdirt dan Sckretaris Dacrah, Asislen
Sckretaris Daerah dan Bagian.

Asisten Sckretaris Dacrah schagaimana dimaksud avat (1)
2 Asisten Sel
Praja ;

Pasal i adalah
retarts Dacrah bidang Tata Praja, sclanjuinya dischut Asisten Tata

b Asisten Sckretaris Dacrah bidang Ekonomi dan. Pembangunan, sclanjutnya
disebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Asisten Sckretaris Dacrah bidang Administrasi, sclanjutnya discbut Asisten
Administrasi.

C.

Asisten-Asisten schagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian scbagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
. Bagian Pemerintahan -

b. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana :
¢. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol :
d. Bagian Perekonomian :

¢. Bagian Pembangunan ;

{. Bagian Kescjahteraan Masyarakat ;

2. Bagian Kepegawaian ;

h. Bagian Keuangan ;

Bagian Umum.

Bagian Ketiga
Sekretaris Daerah

Pasal 7

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan 5 Peraturan Dacrah ini.

Bagian Keempat
Asisten Tata Praja

Pasal 8

Asisten Tata Praja mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris. Daerah dalam
merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis penyclenggaraan tugas pcmeﬁntghan
daerah, mengkoordinasikan perumusan peraturan-perundang-undangan, organisasi tata
laksané., serta hubungan masyarakat dan protokol.

Pasal 9.....



Pasal 9

Untuk menyelenpgarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal § Peraturan
Dacrah ini, Asisten Tata Praja mempunyai fungss :

2. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan petunjuk tcknis penyelenggaraan
pemenntahan dacsah dan pembinaan pemerintahan desa |
b, penyclengaaraan koordinasi tugas-tugas pemerintahan dacraly

¢ pelayanan administrasi pemerintahan dacrah ;

d. pengkeordinasian penyusunan kebijakan dibidang perundang-undangan dacrah,
penyusunan kelembagaan dacrah dan ketatalaksanaan

. pengkoordinasian hubungan kemasyarakatan dan protokol

£ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sckretaris Dacrah sesuai dengan tugas
dan fungsinya

Pasal 10
(1) Asisten Tata Praja terdin dant

a. Bagian Pemerintahan ;
b. Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana ;
¢. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

(2) Masing-masing Bagian scbagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Tata Praja.

Paragraf 1
Bagian Pemerintahan

Pasal 11

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Tata Praja dalam
melaksanakan  perumusan  kebijakan dan petunjuk teknis  penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembinaan pemerintahan desa.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
Peraturan Daerah in1, Bagian Pemerintahan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan perencanaan, petunjuk teknis penyelenggaran pemerintahan
daerah dan pembinaan pemerintahan desa |

b. pengkoordinasian  kebijakan penyelenggaraan pemerintahan  daerah  dan
pemerintahan desa ;

¢. pengumpulan .....



¢ pengumpulan baban penyusunan pedoman dan  petunjuk  tcknis  pembinaan
administrasi perangkat dacrah ;

d. pelaksanaan tpas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 13

—

Bagian Pemenntahan terdin dart
& Subbagian Pemerintahan Umum |
b, Subbagian Pemenntahan Desa

—
[

Subbagtan-subbaeian sebacaimana dimaksud avat (1) Pasal int. dipimpin olch
scorang Kepala Subbagjan vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Pemertntahan

Paragraf 2
Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana

Pasal 14

Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana mempunyai tugas pokok membantu
\sisten Tata Praja dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis
perumusan peraturan perundang-undangan, pembinaan kelembagaan dan tatalaksana.

memberikan bantuan hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan  produk
hukum dacrah.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
Peraturan Daerah ini, Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana mempunyat fungsi :

a. pengumpulan bahan, pengkoordinasian perumusan dan evaluasi peraturan
perundang-undangan daerah dan pemberian bantuan hukum unsur pemerintah
daerah :

b. pembinaan hukum, dokumentasi dan publikasi produk hukum ;

¢. pengumpulan dan penganalisaan data bahan pembinaan penataan organisast
kelembagaan dan petunjuk teknis ketatalaksanaan ; ‘

d. pengumpulan bahan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan Sekretariat
Daerah :

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 16
(1) Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana terdin dari :

a. Subbagian Hukum
b. Subbagian Organisasi Tatalaksana.

(2) Subbagian .....
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(2) S“bb“g‘an-qublmgmn schagaimana dimaksud ayat (1) Pasal i, dipimpin olch
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Tatalaksana.

Paragraf 3
Bagian Hubungan Masyarakat dan Profokol

Pasal 17

B.lgian Hubungan Masyarakat dan Profokol mempunyai tugas pokok membantu
Aswsten Tata Praja dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis

pembinaan hubungan masyarakat dan protokol
Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
D agn .. . . . -
Peraturan Dacrah ini, Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan penyusunan perencanaan (eknis pelaksanaan hubungan
masvarakat :

b. pelaksanaan koordinasi hubungan antara pemerintah kabupaten dengan
masvarakat, guna memperjelas kebijakan kegiatan Bupati ;

¢. pelaksanaan analisa data, dokumentasi dan publikasi, pembinaan dan pelayanan
media informasi dan komunikasi, pembinaan Radio milik Pemerintah Kabupaten,
serta melaksanakan urusan keprotokolan kegiatan Bupati ;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Tata Praja sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Pasal 19
(1) Bag;ian Hubungan Masyarakat dan Protokol terdiri dari :
a. Subbagian Hubungan Masyarakat ;
b. Subbagian Protokol.
(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Bagian Kelima _
Asisten Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 20
Asisten Fkonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris
Daerah dalam merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan pembangunan,
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
Peraturan Daerah ini, Asisten Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian ...
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—
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pengkoordinasian perumusan kebijakan  dan petunjuk  teknis  pelaksanaan
perchonomian  dacrah,  peningkatan  industtr,  pertanian,  perdagangan,
pertambangan dan energ, koperasi, penanaman modal dan Badan Usaha Milik
Daerah

pengkoordinasian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis  penyelenggaraan
pelayanan administrasi pengendalian pembangunan dacrah

pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan petunjuk tcknis dibidang bantuan
sosial dan keagamaan, pendidikan, keschatan, gencrasi muda, tenaga kerja dan
transnugrasi

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sckretaris Dacrah scsuai dengan tugas
dan fungsinva.

Pasal 22

Asisten Ekonomi dan Pembangunan terdivd dart :
a. Bagian Perckonomian

b. Bagian Pembangunan ;

¢. Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

(2) Masing-masing Bagian scbagaimana tersehut ayat (1) Pasal ini, dipimpin olch

scorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Ekonomi dan Pembangunan.,

Paragraf 1
Bagian Perckonomian

Pasal 23

Bagian Perckonomian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Ekonomi dan
Pembangunan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang
sarana perekonomian dan peningkatan produksi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok ~sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
eraturan Daerah ini, Bagian Perekonomian mempunyat fungsi :

&%)

=

o

o

pengumpulan bahan, penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang produksi
pertanian, industri, pertambangan dan energl, transportasi, kepariwisataan
pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dibidang
perkoperasian, perkreditan serta permodalan |

pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dan pefunjuk teknis  dibidang
penanaman modal dan badan usaha milik daerah ;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan
sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

(1) Bagian Perckonomian terdiri dari :

a. Subbagian Bina Usaha Masyarakat dan BUMD ;
b. Subbagian Penanaman Modal.

(2) Subbagian-subbagian . ...



(2) Subbagian-« ‘ i ksud
Obagran-subbagian scbagaimana dimaksud avai (1) Pasal i, dipimpin oleh
SCOranNe K omaty o G . : " oy :
ieolang _}\qmm Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung fawab §.:nda )
/ IS o AR R Foe, =
Kepala Bagan Perckonoman, :

Paragral 2
Bagian Pembangunan

Pasal 26
HBaa Do . .
rman Pembangunan mempunvar tupas pokok membaniu Asisten Ikonomi dan

Pcinl n ¢ . G . .
Croangunan dalam penvusunan tohijakan dan petunjuk teknis pengendalian
rast peliksanaan pacbaneunan daerab

Pasal 27

Ik “menyvElet aes el . Al : -
l Ukt menvelengearakan tugas pokok sebagaimana dimaksud  dalam  Pasal 26
Feraturan Dacrah i, Bagian Pembangunan mempunyai fungsi -

4. pengumpulan bahan  penyusunan Kebijakan dan petunjuk  teknis  dibidang
pelaksanaan pembangunan daeraly

b. pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah |

ul penganalisaan dan evaluast pelaksanaan pembangunan dacrah :

d.

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan
sesuat dengan tugas dan fungsinva.

Pasal 28

(1) Bagian Pembangunan terdiri dari :

a. Subbagian Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan
b, Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Pembangunan.

Paragraf 3
Bagian Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 29

Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas pokok membantu Asisten
Fkonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk
teknis pembinaan kescjahteraan masyarakat, mengkoordinasikan dan melaksanakan
bantuan sosial dan keagamaan, kegiatan pelayanan sosial dan pemberdayaan
masyarakat.

Pasal 30

Uniuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29
Peraturan Daerah ini. Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...
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A pengumpulan bahan  penyusunan  kebijakan dan - petunjuk tchnis  pembhinaan
didang Kescrahieraan masyarakat

‘ dakeanaz :mberi vantuan  dibidang
b pengkoordinasian  dan memantan pelaksanaan  pemberian bantuan ang
nelavanan sosial serta bantuan sosial dan keagamaan

¢ pengumpulan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pcnﬂ)cr(lnyuaq masyarakat
dibidang sosial budaya, pendidikan, generasi muda, olah raga dan wanta .

% . v, P8 . ” ) Y
d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Asisten Ekonomu dan Pembangunan
sesuat dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31
(1) Bagian Kesejahteraan Masvarakat terdiri dari :

4. Subbagian Sosial ;
b, Subbagian Pemberdayaan Masvarakat.

—

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, d‘l)““l’m oleh
seorang Kepala Subbagran vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Keenam
Asisten Administrasi

Pasal 32

Asisten Administrasi mempunyai tugas pokok membantu Sekrelaris Daerah dalam
merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan sumber daya aparatur,
keuangan, rumah tangga, tata usaha, sandi (clekomunikasi dan perlengkapan.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32
Peraturan Daerah ini, Asisten Administrasi mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan sumber

daya aparatur serta ketatausahaan kepegawaian ;

pengkoordinasian penyusunan perencanaan anggaran dan pengelolaan administrasi

keuangan ; ,

¢. pengkoordinasian urusan rumah tangga, ketatausahaan, perlengkapan dan sandi
telekomunikasi ;

d. penyelenggaraan pelayanan administrasi ;

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dacrah ses
dan fungsinya.

b.

uai dengan tugas

Pasal 34

(1) Asisten Administrasi terdiri dari :
a. Bagian Kepegawaian ;
b. Bagian Keuangan ;
¢. Bagian Umum.

(2) Masing-masing .....
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{(2) M:Nng-mcmng Bagian scbagamimana tersebut ayat (1) Pasal i, dipimpin oleh
scorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Asisten Administrasi.

Paragraf 1
Bagian Kepegawaian

Pasal 35

Bagran Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam
melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan sumber daya
aparatur. pengembangan kaier. pendidikan dan latihan pegawai, mutasi dan umum
Kepegawaian,

Pasal 36

Untuk  menvelenggarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35
o PSR g e . - ; . .
Peraturan Dacrah ini, Bagian Kepegawaian mempunyai fungst :

a. pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk tcknis  pembinaan
pengembangan Karier aparatur serta penvelenggaraan pendidikan dan  Jatihan
aparatur |

b. pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan dan
pengolahan mutasi pegawai scrta tata usaha kepegawaian ;

¢. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Pasal 37

(1) Bagian Kepegawaian terdiri dari :
a. Subbagian Pengembangan dan Diklat Pegawai ;
b. Subbagian Mutasi dan Umum Kepegawaian.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin olch
seorang Kepala Subbagian vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Kepegawaian.

Paragraf 2
Bagian Keuvangan

Pasal 38

Bagian Kcuangan mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam
penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan dan pengkoordinasian
penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah serta pembinaan administrasi keuangan.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38
Peraturan Dacrah ini, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. pengumpulan ...
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4 pengump
% S & npalan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan Angoaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah |

l* pengelolaan dan penganalisaan data administrast keuangan dacral -

¢ pelaksanaan pengujian kebenaran penagihan dan penerbitan Surat Pesintah
Membayar Uang ( SPMU ). dan mengadakan pemenksaan keuanpan serta

1 pembinaan perbendaharaan - y

a.

pelaksanaan tugas lain vang diberikan olch Asisten Adnmunistrasi scsuai dengan
meoas dan fangsinya \

Pagal 40

(1) Bagian Keuangan terdiri dar
d. Subbagian Anggaran dan Verifikasi ;
b, Subbagian Perbendaharaan
() Subbagian-subhagian schagaimana dimaksud avat (1) Pasal i, diprmpin olch
seorang Kcpala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Keuangan

Paragrat 3
Bagian Umnum

Pasal 41

Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi dalam
mclaksanakan perumusan  kebijakan dan petunjuk teknis ketalausahaan. sandi
telekomunikasi, penyusunan  kebutuhan perbekalan, pengelolaan  perlengkapan,
kekayaan dacrah serta rumah tangga.

Pasal 42

Untuk  menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41
Peraturan Daerah ini, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. pengumpulan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis ketatausahaan dan
sandi telekomunikasi ;

b. pelaksaanan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah ;

pelaksanaan pengelolaan kekayaan dan barang Daerah |

pengumpulan bahan penyusunan rencana kebutuhan perbekalan, pengadaan

pemeliharaan, pendistribusian, perlengkapan dan perbekalan :

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

[~ o

Pasal 43

(1) Bagian Umum terdiri dari :
a. Subbagian Tata Usaha dan Sandi Telekomunikasi ;
b. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepada
Kepala Bagian Umum.

Bagian ...
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Bagian Ketujuh
Tatakerja

Pasal 44

(1) Dalam melaks
Para Kepala
koordinasi, nt

anakan fugasnya Schretaris Daerah, para Asisten Sckretaris Daerah,
Baman dan para Kepala Subbagian wajib mencrapkan prinsip
cgrast dan sinkronisasi baik vertikal maupun horisonal,

Setiap  pimpinan  satuan organisasi - dalam
berlangoung jaw
masing serta m
hm\;shmmya.

lingkungan  Sekretarial  Daerah
ab memimpin dan mengkoordinasikan baw

ahannya masing-
cmberikan bimbingan

an- petunjuk bagi pelaksanaan tugas

Pasal 45
(1) Setiap pimpinan satuan organisast mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk
peraturan perundang-undangan vang berlaku dan bertanggung jawab kepada
4lasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya

(2) Sectiap laporan yang diterima oleh pimpinan s
diolah  dan  dipergunakan sebagai b
memberikan petunjuk kepada bawahan,

atuan orgamsasai dari bawahan,
ahan penyusunan lebih Janjut untuk

Pasal 46

(1) Kepala Subbagjan menyampaikan laporan pada waktunya kepada Kepala Bagian
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan para Kepala Bagian menampung
laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan tepat pada waktunya
kepada Asisten Sekretaris Dacrah vang bersangkutan.

(2) Kepala Bagian menyampaikan laporan pada waktunya kepada Asisten Sekretaris
Dacrah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya dan para Asisten Sekretaris
Daerah menampung laporan tersebut dan menyusun laporan untuk disampaikan
tepat pada waktunya kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 47
(1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf pe.layanan
tethadap DPRD  dalam melaksanakan tugas dan kewenangan berada d1 bqw_’ah
dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina

oleh Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

Pasal 48 ...



Pasal 48

Yol fo > 1 - i :
Sekretariat DPRD mempunyai (ugas pokok memberikan pelavanan  adiministrasy
kepada anggota DPRD.

Pasal 49

Untuk menyelenggarakan  tugas  pokok scbagaimana  dimaksud dalam Pasal 48
Peraturan Dacrah ini, Sekretariat DPRD mempunyat fungsi .

a. fasilitasi rapat anggota DPRD |
b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD .

¢. pengelolaan tata usaha DPRD, kearsipan dan perpustakaan Sckrelariat DPRD

Dagian Kedua
Susunan Orpanisast

Pasal 50

Susunan Organisast Sekretariat DPRD terdiri dari :
2. Sekretaris DPRD :

b, Bagtan Umum ;

¢. Bagian Rapat dan Perundang-undangan

Bagian Ketiga
Sekretaris DPRD

Pasal 51

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok dan fungsi scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 dan 49 Peraturan Daerah ini

Bagian Keempat
Bagian Umum

Pasal 52

Bagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Seckretaris DPRD  dalam
melaksanakan tugas Sckretariat DPRD  dibidang surat menyurat, Kearsipan,
kepegawaian. keuangan, pemeliharaan barang inventaris Kantor, rumah tangga,
protokol, pengelolaan perpustakaan Sekretariat DPRD, keamanan dan ketertiban.

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 52 Peraturan Dacrah
ini, Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan ketatausahaan Sckretariat DPRD, kearsipan dan perpustakaan :
b. pelaksanaan urusan rumah tangga Sekrefariat DPRD ;

¢. pelaksanaan urusan kepegawaian dan keuangan ;

d. pemeliharaan barang-barang inventaris kantor dan rumah tangga

¢. pemeliharaan ...



¢ pelakeanas y £
v Prlaksanaan keamanan dan Ketestiban d

{. pelaksana t ] t imghungan Goduno 1R
T PVARSanadn tugas L vane dibers ch Sclaetaris DPRE ‘
o4l vang diberikan oleh Schietaris IPRD sesuai denean s
dan tunpsiny s @ wehretans DPRD cesuai dengan s
Pasal 84
‘ o :
(1} Dagian Umum ferdin dam

4. Subbagian Kevangan |
b Subbagian Tata Usaha dan Petienghkapan.
Y Qb
() Subbagian-subbagian schagaimana dimaksud avat (1) Pasal i dipimpin olch
scorang Nepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanegung jawab kepada
Kepala Bagian Umum S

Ragian Kelima
Bagian Rapat dan Perundang-undangan

Pasal 33

Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fugas pokok membantu Schretars
DPRD dalam  melaksanakan tugas  Sekretariat. DPRD  dalam  menvelengoarakan
administrasi rapat, menyiapkan, mengikuti, membuat serta meneadakan catatan dan
rsalah rapat, pengkajian serta pem clengearaan publikast. dokumentasi risalah rapat

dan produk-produk DPRD
Pasal 56

T s st i . e ;
Untuk melaksanakan tugas pokok scbagaimana dimaksud Pasal 55 Peraturan Dacrah
11, Bagian Rapat dan Perundang-undangan mempunyai fungst

d. penyusunan perencanaan pedoman pelaksanaan rapat DPRD dengan berpedoman
pada peraturan perundang-undangan yang berlaku :

b, pengelolaan urusan administrasi rapat DPRD ;

¢ penyusunan, penghimpunan, penggandaan dan pencatatan terhadap risalah rapat-
rapat serta produk-produk DPRD ;

d. penyelenggaraan dokumentasi dan publikasi hasil-hasil risalah rapat DPRD ;

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD scsuai dengan fugas
dan fungsinya.
Pasal 57
(1) Bagian Rapat dan Perundang-undangan terdiri dari

a. Subbagian Rapat ;
b. Subbagian Perundang-undangan.

(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh
scorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Rapat dan Perundang-undangan.

Bagian ...
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Bagian Keenam
Tatakerja

Pasal 58

Dalam melaksanak
Subbagian
hngkung

an fugas. Sckretaris DPRD, para Kepala Bagian dan para Kepala
\ ab menerapkan prnsip Koordinasi, integrasi dan sindronisasi baik di
an Sckretanat DPR maupun dengan instansi lainnya.

Pasal 59

Sckretaris DPRD berta

A ngaung. fawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberi
bimbin

£an serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 60

Sekretaris DPRD  waiib mengikuti d
perundang-undangan vang berlaku d
laporan berkala tepat pada wakfunya.

an mematuhi - petunjuk-petunjuk  peraturan
an bertanggung jawab scrta menyampaikan

BAB V
JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 61
Di lingkungan Sekrefariat Daerah dan Sekretariat DPRD dapat diangkat dan
ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku.
BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 62

P;ngangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural dan
Jabatan fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
BAB VI
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 63

Bagan Struktur Organisasi Sckretariat Daerah dan Sekretariat DPRD  adalah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VII....
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BAB VII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 64

Hal-hal mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sckretariat Dacrah dan

1S;krclarial Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah akan ditclapkan dengan Keputusan
upati. ’

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini maka Peraturan Dacrah Kabupaten Daerah
Tingkat I Kudus Nomor 20 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja
Sckretariat Daerah/Wilayah dan Sckretariat  Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Kabupaten Daerah Tingkat I Kudus (Lembaran Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat TT
Kudus Tahun 1993 Nomor 2), beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lag:.

Pasal 66

Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturen
Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus

Disahkan di Kudus
ada tanggal 2 Desember 2000

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 2 Desember 2000

SEKRE LARES BALR AH KABUPATEN KUDUS,

.i\r’;//« ~Z s

\*\— HERY $UDJATMOKO

LEMBARAY DAFRAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2000 NOMOR 41.
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAER AH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 19 TAHUN 2000

TENTANG

H DAN

ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DAERA
ABUPATEN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH K
KUDUS

PENJELASAN UMUM

Dengan dasar kewenangan pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1?99 tenta:ﬁ
Pemerintahan Dacerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenang:

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Dacrah Otonom, maka guna menunjang
i Dacrah yang mendasarkan pada asas

kelancaran pelaksanaan penyeclenggaraan Otonom . |
Desentralisasi dalam rangka mewujudkan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab, per;
mengadakan penataan ulang dan pembentukan ghat Daers
Kabupaten Kudus yang baru.

kembali organisasi peran

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
g membantu Bupati dalam

Organisasi Perangkat Daeral, Organisasi/LcmbagB yang:. Tekni
penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga g s
Dacrah, Kecamatan, Kelurahan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah scbagal

satuan organisasi yang membantu Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah.

tariat Daerah adalah perangkat Daerah Otonom sebagat

Organisasi dan tatakerja Sekre '
penyelenggaraan Pemerintahan,

Badan Eksekutif Dacrah yang melaksanakan tugas . .
administrasi, organisast dan tatalaksana. Sedangkan organisasi Sekretariat Dewan ‘Perwakﬂan
Rakyat Daerah adalah unsur pelayanan yang membantu kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah sebagai badan Legislatif Daerah, dimana satu organisasi dengan organisasi yang lain
mengemban tugas pokok fungsinya yang berbeda, tetapi keduanya merupakan satu jalinan
koordinasi tugas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan teknis yuridis dan teknis penyusunan organisasi serta
pertimbangan penataan besaran organisasi yang meliputi karakteristik potensi dan kebutuhan
Daerah, kemampuan keuangan Daerah dan Kketersediaan sumber daya aparatur maka perlu

membentuk kembali dan menetapkan Peraturan Dacrah Kabupaten Kudus tentang Organisasi
dan Tatakerja Sckretariat Dacrah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah

Kabupaten Kudus.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 66 - cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 17
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